PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT |

NOMOR. 212 TAHUN 2021
TENTANG ' ST
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR' 110 L
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN <
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangk:a pencegahan - dan penanggul&ngaﬂ-'.:_'-'_.'._--;;_'-'_"'_"”
Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kahmantan Barat, i
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kahmantan Barat®. .
Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Dlsxphn Dan'_ .
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan” Sebagaz Upaya'fi S
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease’ 2019_5' G
sebagaimana telah diubah- beberapa kali dan terakhir"-_'_.-.-}___;"_1-:
dengan Peraturan Gubernur - Nomor 207 Tahun 2021 A
tentang Perubahan  Ketujuh Atas: Peraturan Gubemur:_;r_' -j"; S
Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Dzszplm dan o R
Penegakan ' Hukum  Protokol - Kesehatan sebagal Upaya_:_'___-..f---:' i
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; =~ = | =

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Edaran*'_‘- S
Menteri Dalam Negeri Nomor 44077183 /SJ tentang
Pencegahan Dan Penanggulangan - Corona. erus Disease =
2019 Varian Omicron - Serta. Penegakan Penggunaanf_'_.-_;_._: s
Aplikasi PeduliLindungi - dan- memperhaﬂkan kondisi S
serta perkembangan saat ini, maka Peraturan Gubemur* ol
sebagaimana dimaksud dalam huruf a. peﬂu dﬂakukan :"-:: ke
penyesuaian dan perubahan; Lo

c. bahwa berdasarkan pert1mbangan sebagazmana;f
dimaksud dalam huruf a dan hur uf b, perlu menetapkan* e
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedelapan: Atas‘_”_;-_'_if_._ S
Peraturan Gubemur Nomor 110 Tahun 2020 ’I‘entangﬂi_";-}_.__ -
Penerapan Disiplin. Dan Penegakan Hukum Protokol - - |-
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan : Pengendahaﬂ_ G
Corona Vinis Disease 2019; i




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang»Undang Dasar Negara Repubkkf '.:
Indonesia Tahun 1945; L

UndanguUndang Nomor . 25 . "I‘a’hu’n | 1956 ten’tang el
Pembentukan Daerah-daerah  Otonom Propmsz-g-* e
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kahmantaﬁ o
Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun:_}-".ff"' i
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negaza Repubhkﬁ L

Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah.%"_ﬁ'_'._:__
Penyakit Menular (Lembaran Negara Repubhk: Indonema-_' e
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara- e

Republik Indonesza Nomor 37 23)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 200’7 tetzltanﬁ'jg_:"f:
Penanggulangan Bencana (Lembalan Negara Repubhk,;':'
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembazan

Negara Republik Indonesia Nomor 4'723)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentaﬁg_ S
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia’ Tahun -
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negaua Repubhk el
Indonesia : Nomor 5063} sebagalmana telah ciiubah_'i;:f_j_ e
dengan Undang-Undang Nomm 11 Tahun 2020 teniamg"g.; S
Cipta Kerja {(Lembaran’ Negara Repubhk Indones1a Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhkf-j
Indonesia Nomor 6573); - i

Undang-Undang Nowmor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia =
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negaraf e

Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang N‘omor 23 Tahun 2014 ientang"
Pemerintahan Daerah = (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor, 244, Tambahan Lembaran‘
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaumana

telah diubah beberapa kali dan terakhm dengan Undang—
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang C1pta Kexja__f'_-__
(Lembaran Negara Repubhk Ir;donesm Tahun 2020
Nomor 245, Tambahaﬁ Lembalan Negam Repubhk?
Indonesia Nomor 6573); - ' :

Undang-Undang Nomor - 30 Tahun 2014 tentmg}.;ﬁ_
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik '

Indonesia Tahun 2014 Nemoz: 292 Tambahan Lembaz arr
Negara Republik Indonesna Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 6 'I"ahun 2018 tentang Kare—mima
Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk 1ndone31a Tahun‘

2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negala Repubhk :

Indonesia Nomor 6236}




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunh 1998
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

Peraturan  Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang-'. _

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembarah
Negara Republik Indonesia Nomor 5135) Jo'Pératuran; _
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang _-Disip‘lin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran =
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 'tent'aﬁg'ﬁ_ RS

Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik |
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahsn Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 'fe'ntaﬁgf | 3
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara. = .
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahaﬁﬂ.i L

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemermtahl- -

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas .'
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ftentaﬁgg B

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara .
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan " |

Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Nomor 647 7 Ji -

Peraturan Pemerintah Nomor 88 'Tahun 2(}19 'tentang:i:; |
Kesehatan Kerja (Lembaran Negara . Repubhk Indonesm-é RN
Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negarag’_"_ I

Republik Indones:ta Nomor 6444);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 ‘tentang?:';-:-_ _
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana “Dalam:

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Repubhk Indonemaf '
Tahun 2018 Nomor 34); : :

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahﬁﬂ_':QOQO ) ’telatang SR

Komite Penanganan Corona Virus Disedé'e"2'()19"'(00\7'1[)_"_ -

19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara -

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);




18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugusf: o

Tugas Percepatan. Penanganan :Corona: Vrrus Dzsease-_;_j_'_ S
2019 (COVID-19), . sebagaimana telah dmbah dengan:
Keputusan Presiden: Nomor 9 Tahun: 2020 ‘tentang-?:": S
Perubahan atas Keputusan -Presiden Nomor 7otahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan R

Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

Kepumsan Presiden’ Nomor 11 Tahun 2020 ten‘tangf?_lfi__;'jg"f._:;'
Penetapan Kedaruratan: I{esehatan Masyarakat Co1ona: :' R

Virus Dlsease 2019 (COVID 19)

Keputusan’ Presiden’” Nomor 12 ’I‘ahun 2020 tentang: SRR

Penetapan Bencana Nonalam’ Penyebaran C‘Qr()na Vzms
Disease 2019 (COVID 19) Sebageu Beﬁcana Nasmnal

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentanglfi-" Sa

Peningkatan Disiplin dan " Penegakan I—Iukum Protokolff_
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendahan Cc:arona
Virus Disease 2019 sk :

Republik Indonesxa Tahun 2020 Nomm 249)

Ke}autusan o Menteu o Keseha’tan

Novel Corona Vzms (Eﬁfeksn 20 19 nCoV)
yang dapat Memmbulkan Wabah “dan’ _:.-Upaya
Penanggulangannya, :

Keputusa:ﬁ Mentem Kesehat !
HK 01 07/Mem2{es/328/2020 iemtang :

Dalam Mendukung Kebeﬂangsungan Usahét pada Sltuas
Pandemi; : T

dan Aman Corond’ Vzru,s Dzsea,se 2019 (COVID' 9) 'Bagi_ :
Aparatur Szpﬂ Negara di ngkungan Kemt»:nterlmq.;.]ja__ o
Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagazmana telah |
diubah dengan Kepuiusan Mentem Daiam Negerz Nomoz
440-842 Tahun2020 ’centang Perubahan Aias Keputusan
Menteri Dalam Negem Nomor - 440 830 Tahun 202_
tentang  Pedoman Tatanan: Normal Baru Produktxf dan_ :
Aman Corona Virus Disédse. 2019':_ ' 19 '

Aparatur Slpﬂ Negara dl ngl«:ungan Kementerzan_})alam. )

Negeri dan Pemeuntah Daeiah O




26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Keputusan Menteri Kesehatan - Nomer _

Hk.01.07 /Menkes/383/2020 tentang Protokol Kesehata;n o S
Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas. Umum Daiam';:'i_ .

Rangka Pencegahan dan Pengendahan Corona VZ‘FUS o5
Disease 2019 (COVID-19); - '

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nom'or' 4 Tahun 2'(.)2'0':' St
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepaia _
Daerah Dalam Rangka Penerapan stlphn dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagm Upaya:ﬁ

Pencegahan dan Pengendalian Corona Vzrus Dlsease':j.

2019 di Daerah; | |
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun"2021 -'

tentang Pemberlakukan Pembatasan I{egm‘tan Untuk :'_f e

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Comd 19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor" 09 Tahun 2021 SEo
tentang _Pelqaanjangan Pemberlakuan Pembatasan' e
Kegiatan =~ Masyarakat _Berba31s_ Mzkro dan g
Mengoptimalkan Posko Penaﬁgétﬁafn " Corona Vzms_-::_:_'- Ly
Disease 2019 di Tingkat Desa dan Ke}uz*ahan Untuké.-'_--‘__ L

Pengendalian Penyebaran Corong Virus: Dzsease 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021-15'__'___”_' i
tentang Pemberlakuan Pembatasan I&eglatan Maayarakat
Level 3, Level 2, Dan Level 1 serta. mengoptimaikan Posko i
Penanganan Corona Virus Disedse 2019 di ngkat Desa.r:. S
dan Kelurahan Untuk Pengendahan Fenyebaran C‘orona e : 
Virus Disease 2019 Di Wilayah - Sumatera, _ Nusa’;

Tenggara, Kahmaman Sulawesi, Ma}uk;u, Dan Papua

Instruksi Menteri Dalarm Negeri Nomor. 62 Tahun .‘.’20213:‘E j'_f.:.?_-:'- -
tentang Pencegahan dan Penanggulanngan Corona Vzru&: F ey
Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Ta}mn S

RBaru Tahun 2022;

Surat Edaran Satuan Tugas 'Pe'naiiga'hiaﬁ va:idéigf;i;“
Nomor 3 Tahun 2020 tentang -Protokol -Kesehatan ' . S
Perjalanan Dinas Orang Selama Libur Han Raya dan
Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pemdemsz-”-’:_:_-_}'_ gk

Corona Virus Dlsease 2019 (Covid-19); -

Surat Edaran Satuem. Tugas Penanganan Ccmd 19 :
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjaﬁgan Ketentuanf.'-_,:;_ b
Perjalanan Orang Dalam Negeri Masa Pandeml Carona_:'_-_

Virus Disease (Covid-19);

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Cov1d19 e
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pexjalananf'.
Orang Dalam Negeri Pada Masa Fanderm Ci‘omna Vzm\;

Disease (Covid-19);




35. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19-
Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan .
Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021
dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

36. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Republik.
Indonesia Nomor Nomor SE 96 Tahun 2021 . tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri
Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 {COVID-19J;

37. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440 /7183_/‘.&1 G
tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus - o
Disease 2019 Varian Omicron Serta ' Penegakan ' =

Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ~ : PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG  PERUBAHAN =

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun'’ 020 tentang S
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya .-
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah =
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 110) yang telah beberapa kaiz 3

KEDELAPAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 -~ .
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI. =
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS’ SEEhe

DISEASE 2019.

Pagall

diubah dengan Peraturan Gubernur :

a.

Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2020 tentang . Perubahan A‘t:as'i;:_.'__' xR
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penempan D:tszplm dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Prov11’151 Kallmantan o

Barat Tahun 2020 Nomor 149};

. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua’ Atas S :
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan: _Dzszplm dan-;'_ i
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan: =~
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provmsra Kahmantan e

Barat Tahun 2021 Nomor 7};

. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketlga Atas f_ﬁ EREI OO
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 ientang Penerapan Dlszplm dan'f-' o
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya- Pencegahan dan Sy
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daersh Provinsi Kahman‘i:aza SRS I

Barat Tahun 2021 Nomor 30);




d. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas =~
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disipii’n"dah' S o
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya - Pencegahan da_n '3 :
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Pr@vmsa Kahmantm S
Barat Tahun 2021 Nomor 47); YRS e

e. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kehma Atas ;';_ e
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Dlsrphn dan e
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya: Pencegahan dan S
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daelah Proval Kahmant&nf R
Barat Tahun 2021 Nomor 75); - - R R

f. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2021 tentang Perubahan I&eenam Af:as'-' e
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provmsz Kahmaﬂtaﬁ*:_! R
Barat Tahun 2021 Nomor 196}, : L SR

g. Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh At&s"-fi'f_ .
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan ~* .-
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan'_?'f S
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provmsz I{ahmantan' Ly
Barat Tahun 2021 Nomor 207); 5

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) angka yakm angka 17
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pagal 8

{1) Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhl penerap'm cils1p11n dan';.-_z"__é_.'___
penegakan hukum protokol kesehatan yang mehputi "

a. Bagi perorangan :

1) menggunakan alat pehndung diri berupa masker yang menutupl-,;f-_ﬁi
hidung dan mulut hingga dagu, jika harus- k:eluar rumah atauf:.'-ﬁ S
berinteraksi dengan orang lain yang tidak - d1ketahul sta‘tus-:--_'_.fi‘.".'-_.5
kesehatannya; :

2} membersihkan tangan ‘:.secara teratur; PR
3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan ;
4} meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PI—IBS

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau’ penanggung Jawabgf; :
tempat, dan fasilitas umum : : S,

1} melakukan sosialisasi, edukasi, dan. penggunaan berbagal medxa;-_};*-i_'.'_ :
informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenal‘_!_ ST
pencegahan dan pengendalian Covid-19;

2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di plntu'-masﬁk'-
3) pengunjung dan karvawan wajib menggunakan masker

4} penyediaan sarana cuci tangan pakai. sabun yang mudah d1a1{ses{3f;-]g.:
dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pemberszh i:anﬁan;._';j-':-_'; o
(hand sanitize?); o




5} upaya identifikasi (penafisan) dan pemantauan kesehataﬂ bag1 setzap e
orang yang akan beralktivitas di 1mgkungan fas111tas umum, o

6) mengatur jarak meja dan tempat duduk serta. antrean palmg sedﬂﬂt
1,5 {satu koma lima) meter antar pelanggan; S -

7} mengatur waktu kungungan _
8) pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala, o

9} penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yaﬁg bereszko
dalam penularan dan tertularnya Covid-19; o

10) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan-‘-.'; S
mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar mataharl masuk sertaz T
pembersihan filter AC; : - :

11} menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum; _ : _ T

12) melakukan pembersihan dan desinfeksi di area tempai/fasﬂitas =
wmum; B L DEVAEEES B

13) memfasilitasi deteksi dini dalam penanganarz :.Ii_asus "':".Qii‘t'iil{ff
mengantisipasi penye‘baran Covid-19, : e

14) mengupayakan pembayaran secara non tunal (cashless)

15) menyiapkan petugas untuk mengawasa penerapan dlSIphl‘l dané__:-f-:;'-_
protokol kesehatan; dan - . o S

16) memberlakukan pengaturan peﬂibatasaﬂ Jumlah pengunjungfg. o
maksimal 50% (lima puluh persen): ‘dari kapasztas yaﬁg dlsedzakan;:.
dan menerapkan protokol kesehtan secara lebih ketat; '

17) Menyediakan Scan QR Code Pedu11L1ndung1 pada pmtu masuk da:t'l o _
pintu keluar. SR

c. Bagi ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan }amnya : :
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum ber&ngkai beker;a,

2) menggunakan masker yang menutupi: h1dung dan mulut hmgga_?; .
fes ' B Tt

3) membersihkan tangan secara teratur mengguﬁakaﬁ sabun dengang_-_' ':_'j;i'
air mengalir; e : '

4) membawa dan menggunakan hand samﬁzer

5) melakukan pembatasan interaksi fisik. {Physzcal dtstancmg) mlmma}i:_._.
1,5 {satu koma lima) meter dan tidak sahng berhadapaﬁ pada saat_-_‘__;__f_ Jii s e
menghadzm rapat/pertemuan; : o

6) melakukan pengaturan jarak antara kursi mm1ma1 1, 5 (satu komafj::_-'_ T
lima} meter dan t1dak saling berhadapan pada saat menghadn‘
rapat/pertemuan; : : (s

7) memberi salam tanpa melakukan 1<:ontak fisik;

8) menerapkan protokol kesehatan pada - saai: bekerja maupun;';_-__'
mengikuti rapat; dan _ :

9) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS

(2) Setiap orang yang dxwajlbkan 1301331 oieh Satuaﬂ Tugas Prov1ns1, dllarang'&:'..

konsultasi atau berobat I{e Dokier.




4
(4a)
(4b)

dihapus.

Pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan moda transp(}rtasu IR F
udara yang masuk ke daerah wajib menunjukkan sertifikat. Vaksmast."_{_ o
Covid-19 minimal dosis pertama serta hasil negatif tes RT-PCR yangw o
berlaku maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif =
Rapid Test Antigen yang berlaku maksimal 1 x 24 jam sebelum = =
keberangkatan melalui aplikasi Peduli Lindungi di bandara k@datangan DU

dihapus.
dihapus.

Penumpang Bus antar Provinsi sebelum masuk ke daerah Wajib '
menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama serta: o
hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku maksimal 3 x 24 jam- sebelum: - -

keberangkatan atau hasil negatif Rapid Test Antigen yang . berlakn 13  .
maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan melalui- aphkaSI Peduh'3
Lindungi di Terminal kedatangan, '

Maskapai penerbangan, Operator Pelayaran, Operator Bus dlwajzbkanj._ R
menggunakan Pedulilindungi untuk memeriksa hasil tes RT-PCR atau' =~
Rapid Test Antigen yang menunjukkan hasil negatif - dan. sudah
melakukan vaksinasi minimal dosis pertama pada setlap Feiaku o

Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) sewaktu melakukarn check—m

Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran dan. Operator Bus dllarang-z._-.:. FERN |
membawa penumpang yang hasil Rapid Test Antzgen dan/ atau Swab{_“__;; o

PCRnya positif Covid-19.

Penumpang Kapal Laut wajib menunjukkan sertlfikat Vaksmam Camd—lg';{; R L
minimal dosis pertama serta hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku ~
maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif Rapic -« =
Test Antigen yang berlaku maksimal 1 x 24 jam melalui aplikasi- Peduh@'-_-

Lindungi sebagai persyaratan perjalanan sebelum: masuk ke daeiah

Setiap orang yang melakukan perjalanan jarak Jauh memalkai kendaraan e
pribadi melalui transportasi darat dan laat wajib menun;ukkem ser’aﬁkat? AT
Vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama serta hasil negatif Rapid Test: =~
Antigen yang berlaku maksimal 1 x 24 jam melalui aplikasi Peduli .
Lindungi sebagai persyaratan perjalanan dan wa31b mema'tuhi pzotokt:al}:_ i o

kesehatan ketat yang telah ditentukan.
Dihapus.
dihapus.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dzmaksud pada ayat (Sa) aya*it:

(4a), ayat (4D}, ayat (6) dan ayat (7) yaitu sebagai bemkut

a. anak usia dibawah 5 (lima) tahun tidak dlwajlbkan menunjukkan?.';
sertifikat Vaksinasi Covid-19 dan hasil negatif. i:es RT PCR atau hasﬂ;- e

negatif Rapid Test Antigen;

b. anak wusia dibawah 12 (dua belas) tahuntidaixdlwaﬁbkan

menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19; dan =

c. pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atain penyakit’f_ SET
komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerlma;j‘_ S
vaksin wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang berlalan
malksimal 3 x 24 jam sébelum keberangkatan atau - hasﬂ negatif Rapid. = -
Test Antigen yang berlaku maksimal 1 x 24 jam melaim aphkasz;--_,'_’

Peduli Lindungi.




(10a) Pelaku perjalanan dengan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) huruf ¢ wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah
Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum
dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

(11} Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi umum udara,
laut, sungai dan darat akan dilakukan tes acak {random check) Swab RT-
PCR/Rapid Test Antigen apabila diperlukan oleh Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 Daerah pada saat tiba di bandara, terminal atau
pelabuhan kedatangan.

(12) Pelaku perjalanan dalam daerah yang menggunakan moda transportasi
udara harus menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis
pertama serta hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku maksimal 3 x 24 jam
sebelum keberangkatan atau hasil negatif Rapid Test Antigen yang
berlaku maksimal 1 x 24 jam melalui aplikasi Peduli Lindungi di
Bandara atau terminal keberangkatan.

{13) dihapus.

(14) Khusus periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yaitu pada tanggal 24
Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, terhadap pelaku
perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara yang masuk ke
daerah wajib menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis
pertama serta hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam
kurun waktu maksimal 3 x 24 jam melalui aplikasi Peduli Lindungi
sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah dan ditambahkan 1 {satu} ayat yakni ayat
(11}, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Bagi perorangan, pelaku wusaha, pengelola, penyelenggara atau
penanggungjawab tempat dan fasilitas umum serta ASN dan Tenaga
Kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2} dikenakan sanksi. -

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan
pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ;

a. bagi perorangan :
1} teguran lisan atau teguran tertulis;
2) kerja sosial selama 15 (lima belas) menit;
3) denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
dan
4) dikarantina sampai keluarnya hasil Swab PCR.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab
tempat, dan fasilitas urmum :
1} teguran lisan atau teguran tertulis;

denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

} penghentian sementara operasional usaha;

pencabutan ijin usaha; dan/atau

) apabila terdapat kluster keterjangkitan Covid-19 dalam kegzatan yang
melibatkan banyak orang, maka biaya pengobatan pasien Covid-19
tersebut ditanggung oleh penyelenggara atau penanggung jawab.

(10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke
Kas Daerah. e




(10)

c. bagi ASN : :
1} teguran tertulis; dan

2) denda administratif berupa tidak dlbayarkannya uang makan pada;__: .': B
hari melakukan pelanggaran disiplin dan tidak dlperkeﬁankan} y
memasuki seluruh ‘kawasan kantor Pememntah Daerah untuk -

melakukan urusan kedinasan.

d. bagi Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya:
1) teguran lisan;
2) teguran tertulis; atau
3) kerja sosial.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaamana dlmaksud dalam LA

Pasal 8 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap ASN yang melakukan pelanggaran di luar 111’1gkungan Lkantor, .
dikenakan sanksi vang berszfat permangan sebagaimana dlmaksud pacia-;'-

ayat {2) huruf a. i
Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran dan Operator Bus yang tzdak

melaksanakan ketentuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5)

dikenakan sanksi:

a. dilarang membawa penumpang dari Iuar daerah maks1ma1 1@ (sepuiuh)f”ig_'
hari berturut-turut; '

b.denda administratif sebesar Rp 5.000. {)OO~ (hma guta 1upzah) bagx_-_f_;‘f sl

Maskapai Penerbangan;

c. denda administratif se‘besar Rp 1.000.000,- (satu juta 1upzah) bagl _:'_:_::*.- 1

Operator Pelayaran; dan

d. denda administratif sebesar Rp. 500. 000,- (hma ratus r:tbu mplah) bagi-:'fi:.'__ i

Operator Bus.

Maskapai penerbangan yang akan masuk ke daerah dﬂarang membawa-_f; o _:' 3:
penumpang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif- -
uji Swab berbasis RT-PCR atau Rapmd Test Antigen melalm aphkam peduh-_.i._;:; B

lindungi.

Dalam hal maskapai penerbangan melanggar ketentuan sebagalmana . ;.:-;t_'
dimaksud pada ayat (5a) dlkenakan sanksi sebagmmana élmaksud padaf

ayat (5) huruf a.
Dihapus.

Setiap penumpang sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3&), aya't*'-:i-fl'_-f'? :f.:._
(4a), ayat (4b), ayat (6) dan ayat (7) yang tldak dapat menunjukkan hasﬂ_:.-:lj’:_'}."__ S

kedatangan.

Dalam hal hasil Rapzd Test Antigen atau Swab PCRnya posmf '3'3a: an |

dilakukan isolasi masing-masing selama 14 (empat belas) hari-di tempai
yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten /Kota: yang bzayanya
ditanggung/dibebankan kepada penumpang yang bersangkutan e

Biaya Uji Rapid Test Antigen atau Uji Swab PCR sebaga_zmana dzmaksud _

dalam Pasal 8 ayat (Sa), ayat (4a), ayat (4b), ayat (6) dan ayat (7);?__:'_:}1':_':;
dibebankan kepada masing-imasing penumpang yang bersa;’lgkutan dengan"_};_ S

rincian sebagai berikut :

a. biaya Rapid Test Antigen sebesar Rp 109 000 (seratus sembﬂan rlbu:__'_}:_i'

rupiah) per orang; dan

b. biaya uji Swab PCR sebesar Rp 300.000 (txga 1atus rzbu 1up1ah) perf-i_f;_,.‘:i'-‘j-'___iE:.

orang. _
Dikecualikan dari ketentuan sebagalmana dimaksud pacia ayat (2) hm uf :
adalah Tentara Nasional Indonesm (TNI) dan Kepohs1an Repubhk Incicmesza
(POLRI} di daerah dan apabﬁa melakukan pelanggaran dﬂaporkan kepada
institusi masing-masing.

Denda administratif sebagaimana d;maksud pada a,yat (2) dzsetorkan ke__
Kas Daerah. . :




(11) Bagi pelalkku usaha, pengelola, penyelenggara atau- penanggung]awab
tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 17 dikenakan sanksi | |

berupa :

a. penghentian sementara operasxonai usaha paling lama 7 (tujuh) hari 3
kalender; atau

b. pencabutan ijin usaha apabila tidak memenuhi ketentuan dalam batas
waltu sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kahmant&m
Barat.

Ditetapkan di Pontianak -~ e
pada tanggal 24 Desember 2021 -

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
ttd.

SUTARMIDJT

Diundangkan di Pontianalk _
pada tanggal 24 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH _
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

tid.

SAMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 212~

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA RIRO HUKUM,

PEMBINAJ TINGKAT
NIP. 19701110 200212 1 005




